
SALINAN 

 

BUPATI SOPPENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI SOPPENG 

     NOMOR : 5 TAHUN 2025 

TENTANG 

KELAS JABATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SOPPENG, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal 

Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan 
Instansi Daerah dan Surat Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/7/M.SM.02.00/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal 
Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan 

Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Soppeng, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 
2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Soppeng belum memenuhi syarat 

dan Nomenklatur Jabatan, sehingga perlu diganti; 
  b. 

 

 

 
 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

huruf a, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 
Instansi Pemerintah, yang menegaskan berdasarkan 

surat menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan, 

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan 
kelas jabatan di lingkungannya; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Kelas 

Jabatan; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

  4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7075); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN. 

 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
  1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 

  2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan 

organisasi. 

  3. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan 

tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 
  4. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang 

memiliki fungsi menimpin unit organisasi dan memiliki 

pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya 
untuk mencapai tujuan organisasi. 

  5. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang 

mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai 
bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung 

dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. 

 
  Pasal 2 

  (1) Kelas Jabatan terdiri atas : 

   a. Kelas Jabatan Manajerial;dan 

   b. Kelas Jabatan Nonmanajerial. 
  (2) Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 



  (3) Kelas Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

      
  Pasal 3 

  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kelas 
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 

Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 

2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten 
Soppeng Tahun 2020 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

   
  Pasal 4 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.   
 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 
 

 

         Ditetapkan di Watansoppeng 
         pada tanggal 10 Maret 2025 

         BUPATI SOPPENG, 

 
ttd 

         SUWARDI HASENG 

Diundangkan di Watansoppeng 
pada tanggal  10 Maret 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 

 
 

ttd 

 
 

ANDI IBRAHIM HARTA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 5 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

 

 

MUSRIADI, SH.MM 

 

 


